KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

Menimbang

Mengingat

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan
Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan
Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bandung tentang Penetapan Struktur
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Bandung Tahun 2022.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang ...
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4843);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Layanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S038);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

7. Peraturan ...
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Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun
2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 456);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320),
sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun
2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010
tentang Standar Layanan Informasi Publik;
Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010
tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi

Publik;

13. Peraturan ...
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13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014
tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian

Sengketa Informasi Pemilihan Umum.

Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung
Nomor: 29/HM.02-BA/3204/2022 tanggal S5 April 2022
tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Bandung Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANDUNG TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANDUNG TAHUN 2022.
Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bandung terdiri dari:

1. Pembina PPID;
Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
Atasan PPID;
PPID;

o H> N

Tim  Penghubung Penyedia Informasi dan
Dokumentasi;

6. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi; dan

7. Front Desk.
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Tugas, wewenang, dan kewajiban Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU, yaitu:

1. Pembina PPID:
a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses

publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bandung;

b. melakukan ...
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b. melakukan pembinaan kepada PPID di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bandung.

2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi:
memberikan pertimbangan atas seluruh informasi
dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi
publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bandung.

3. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID):

a. memutuskan dan mengevaluasi akses publik di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bandung;

b. menyelesaikan masalah yang muncul terkait
manajemen  pengelolaan dan  pelayanan
informasi publik di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Bandung;

c. mengevaluasi kinerja, struktur dan para
penanggung jawab akses informasi publik di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bandung; dan

d. memastikan manajemen pengelolaan dan
pelayanan informasi publik di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung
telah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

4. PPID:

a. merencanakan, mengorganisasikan,
melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi
pelaksanaan  kegiatan  pengelolaan  dan
pelayanan Informasi Publik di Lingkungan
Komisi Pemilihan Kabupaten Bandung;

b. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit
kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bandung;

Cc. menata ...
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c. menata dan menyimpan Informasi Publik yang
diperoleh dari seluruh unit kerja di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung;

d. menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang
termasuk dalam kategori dikecualikan dari
Informasi yang terbuka untuk publik;

e. menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi
Publik bersama dengan Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bandung; dan

f. melakukan Pengujian Konsekuensi dengan
melibatkan pimpinan masing-masing unit.

Tim  Penghubung Penyedia Informasi dan

Dokumentasi:

a. melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi
kepada publik;

b. mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta
membangun sistem informasi yang dikuasai
masing-masing sub bagian; dan

c. mengoordinasikan  penyelesaian sengketa
hukum yang berkenaan dengan masalah
Informasi Publik pada masing-masing tingkatan
kepada:

1) Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU;

2) Bagian Hukum pada Sekretariat KPU
Provinsi Jawa Barat; dan

3) Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya
Manusia Sekretariat KPU Kabupaten
Bandung.

Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi:

memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi

dan meminta bantuan Tim Penghubung Penyedia

Informasi dan Dokumentasi KPU Kabupaten

Bandung.

Front Desk:

membantu desk pelayanan informasi dan

dokumentasi dalam pengadministrasian.

KETIGA ...
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KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 5 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

AGUS BAROYA
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN  KOMISI
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN  DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022

PEMILIHAN UMUM

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

TAHUN 2022
KEDUDUKAN
NO. NAMA JABATAN DALAM
STRUKTUR
1. | Agus Baroya, SP., MM. Ketua Pembina PPID
2. | Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd. Anggota
3. | Siti Holisoh, S.Ag. Anggota
4. | Supriatna, ST. Anggota
5. | Isun Ahmad Sukmantara, ST. Anggota
6. | Supriatna, ST. Anggota Tim Pertimbangan
7. | Irman Noviandi, S.Sos., M.AP. Sekretaris Pelayanan
Informasi
Irman Noviandi, S.Sos., M.AP. Sekretaris Atasan PPID
Devi Agustinia, S.I.Kom. Kasubbag Teknis PPID
Penyelenggara
Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan
Masyarakat
10. | Ira Mutia, SE. Kasubbag Keuangan, | Tim Penghubung
Umum dan Logistik Penyedia
11. | Dheny Irawan, SH., MH. Kasubbag Hukum Informasi dan
dan Sumber Daya Dokumentasi
Manusia
12. | Nugroho Nurman Sasono, S.Kom Kasubbag

Perencanaan, Data

dan Informasi

i di h. kpu. go.i d/jabar/bandung




13. | Fitra Dananty, A.Md. Pelaksana Desk Pelayanan
14. | Tommy Hardi Putra Pelaksana Informasi dan
Dokumentasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

AGUS BAROYA
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